
 
 

 
 

 

 
 

 
 

BUPATI MALINAU 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU 
 

NOMOR 11 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALINAU, 

 

Menimbang:  a.  bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 311 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 
153 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta 
berdasarkan kebijakan umum APBD, prioritas dan 
plafon anggaran sementara yang telah disepakati 

bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut: 

 

1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten 
Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 

415.4/562/SETDA/2017  dan Nomor: 
170/20/DPRD/2017 pada tanggal 17 Juli 2017 
tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 
 
2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten 

Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor: 
415.4/561/SETDA/2017 dan Nomor: 170 / 19 / 

DPRD /2017 pada tanggal 17 Juli 2017 tentang  
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 
Tahun Anggaran 2018. 

 
 

 
                   b.  bahwa Anggaran........ 

 



- 2 - 
 

 
 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, 

transparan dan bertanggungjawab dalam rangka 
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat telah mendapat 

persetujuan Gubernur Kalimantan Utara yang dituangkan 
dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 
188.44/Ev/K.13/2017 tanggal 28 November 2017 tentang 

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Malinau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan 
Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2018; 

          c.  bahwa berdasarkan........ 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b,  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 
2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

 
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  

Pembentukan  Kabupaten   Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai  Barat, Kabupaten   Kutai   
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

 
      6.  Undang-Undang............   
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
                     

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5239); 

 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 
   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

                    
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Nomor 4574); 

          
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Nomor  4575); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4576); 
 

        15.  Peraturan Pemerintah....... 



- 4 - 
 

 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4578); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

      

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang  
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 
 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali 
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa;  

                  
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 
2011 Nomor 310); 

      

  24.  Peraturan Menteri....... 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011  

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 
2011 Nomor 525); 

                        

25. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33  Tahun  2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 
 

28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Malinau Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun 2015 Nomor 11); 

                eraturan Daera.............                            
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 
2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14); 
 
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malinau Nomor 11); 
 
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2011 Nomor 15); 

 
          32.  Peraturan Daerah........ 
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32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16); 

 
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun  2014 tentang Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 
Nomor 3); 

 

34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2016 Nomor 5); 
 

35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 
2016 Nomor 5). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU 
 

dan 
 

BUPATI MALINAU 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

berjumlah    Rp. 1.434.887.757.958,00 dengan rincian sebagai berikut: 
  

1. Pendapatan   Rp.1.323.211.574.700,00 
 
2. Belanja Daerah  Rp. 1.434.887.757.958,00 

                            Defisit                            (Rp.   111.676.183.258,00) 
 
3. Pembiayaan Daerah: 

 
a.  Penerimaan Pembiayaan Daerah  Rp. 111,676.183.258,00 

 
                       Pembiayaan Netto Rp. 111.676.183.258,00 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  
berkenaan:  Rp.                              0,00 

...... 
 
 

Pasal 2........ 
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Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 

terdiri dari : 
 

a. Pendapatan Asli Daerah    Rp.      52.607.420.700,00 

 
b. Dana Perimbangan           Rp. 1.078.081.603.000,00 
 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 
 yang Sah  Rp.    192.522.551.000,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan: 

 
a. Pendapatan Pajak Daerah   Rp.         8.484.699.000,00 

 
b. Hasil Retribusi Daerah   Rp.         1.177.485.500.00 

            

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah   
yang dipisahkan   Rp.         5.756.333.000,00 
 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
 yang Sah   Rp.       37.188.903.200,00 

 
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan: 

 
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan  

Pajak   Rp.   150.039.144.000,00 
 
b. Dana Alokasi Umum   Rp.   798.139.775.000,00 

 
c. Dana Alokasi Khusus   Rp.     83.980.000.000,00 

 

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp.     45.922.684.000,00 
 

(4)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1)  huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  
dan Pemerintah Daerah Lainnya  Rp.     15.925.805.000,00 

 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi  
    Khusus      Rp.   153.158.746.000,00 

 
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi  

atau Pemerintah Daerah lainnya  Rp.     23.438.000.000,00 

 
 

 
Pasal 3......... 
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Pasal 3 
 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri 

dari : 
 

a. Belanja Tidak Langsung   Rp.    864.031.074.461,25 

 
b. Belanja Langsung  Rp.    570.856.683.496,75 

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja: 

 
a. Belanja Pegawai   Rp.   555.858.313.076,25 

            
b. Belanja Subsidi  Rp.       5.000.000.000,00 

             

c. Belanja Hibah   Rp.     22.854.283.785,00 
                     

d. Belanja Bantuan Sosial   Rp.       2.049.731.600,00 

 
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten 

/Kota dan Pemerintah Desa    Rp.   276.268.746.000,00 
 
f. Belanja Tidak Terduga   Rp.       2.000.000.000,00 

              
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja: 
 

a. Belanja Pegawai   Rp.    98.774.717.091,00 

 
b. Belanja Barang dan Jasa   Rp.  273.226.481.782,00 

 

c. Belanja Modal   Rp.  198.855.484.623,75 
 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 

terdiri dari : 
 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah  Rp.  111.676.183.258,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan : 
 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  

Anggaran Sebelumnya  Rp.    111.676.183.258,00 
 

 
 

 

Pasal 5......... 
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Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
terdiri dari: 
 

Lampiran    I    Ringkasan APBD; 
 

Lampiran     II   Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan  
daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD); 

 

Lampiran     III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi perangkat daerah OPD, program, kegiatan, 

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 
belanja dan pembiayaan;              

 

Lampiran    IV Rekapitulasi belanja menurut urusan 
 pemerintahan daerah, organisasi  perangkat daerah 
OPD, program, dan kegiatan; 

 
Lampiran     V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan  pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

 

Lampiran    VI   Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; 
 

Lampiran   VII  Daftar piutang daerah; 
 
Lampiran  VIII  Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

 
Lampiran   IX     Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 

 aset tetap daerah; 

 
Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 

 aset lain-lain; 
 
Lampiran   XI  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini;  

 

Lampiran  XII Daftar dana cadangan daerah. 
 

Pasal 6  
 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
 

 
 

Pasal 7........ 
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Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau. 
 

Ditetapkan di Malinau 

pada tanggal  12 Desember 2017. 
 

BUPATI MALINAU, 
 
 

 
 

YANSEN TP 
 
Diundangkan di Malinau 

pada tanggal 12 Desember 2017. 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 

 
 

 
 
HENDRIS DAMUS 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 11. 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI 
KALIMANTAN UTARA : ( 34 /11/ 2017)  


